
KEPUTUSANDREKTURJENDERALBIMBINGANMASYARARATKRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:  467 TAIIUN 2019
TENTAr\TG

PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOIjAH  MENENGAH  TEOLOGI  KRISTEN  REFOREASI PLUS SIGI

KABUPATEN SIGI  PROVINSI SULAWESI  TENGAH
I)ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENI)ERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang       :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1 ) dan ayat (2),

pasal  3  poin  a,  pasai  4  poin  c.  pasal  5  ayat    (3),  dan  pasai  6  Peraturan
Menteri   Agama   Republik   Indonesia   Nomor   7   Tahun   2012   tentang
Pendidikan    Keagamaan    Kiristen    sebagaimana   telah   diubah    dengan
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2016
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia
Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Kristen,  perlu
menetapkan    Keputusan    Direktur    Jenderal    Bimbingan    Masyarakat
RTisten    tentang    ljin    Penyelenggaraan    Sekolah    Menengah   Teologi
Kristen (SMTK);

b.     bahwa    berdasarkan     basil     penilaian     lapangan     (visitasi),     Sekolah
Menengali Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi
Propinsi    Sulawesi   Tengah   memenuhi    persyaratan   administrasi    dan
persyaratan teknis sehingga la}'ak diberikan ijin penyelenggaraan;•  c.     bahwa  berdasarkan  pcrtimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a

dan  huruf  b`  tersebut   di   atas   perlu   menetapkan   Keputusan   Direktur
L'      Jenderal     Bimbingan     Masyarakat     Kristen    tentang    Penetapan     Ijin

Penyelenggaraan      Sekolah      Menengah      Teologi      Kristen      (SMTK)
Reformasi Plus Sigi  Kabupaten Sigi Pro,pinsi  Sulawesi Tengah;
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4301 );

2.     Pet.aturan Pemerintah Nt>mor  55  Tahun  2007 tentaiig Pendidikan Agan?a
dan   Pendidikan   Keagainaan   (Lcmbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2007    Nomor    124),    Tani,bahan    Lembaran   Negara   Republik
lr}dor,esia Nor,tor 4769);

3.    Pcra.turiin  Pemerintah  Nt>mo!.  1 _-i  Tahun  2h5  tenlang  Periibahan  Ked`ira
atas   Peraturan   Pemi-^rintah   Nomor    19   Tahun   2005   tentang   Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor   45,   Tan-i'oahari   LembLq.izui   Negarc-i   Republik   Indonesia  No"
5670);

4.      Peratui.an    Pemei.intdh    Nomi)i    i8    Tahun    20()8    lentang    Pendanacln
Pendidikan  (I.,cmbaran  Ncgar.1  RCJpi`blik  Indcinesia  Tahun  2008  Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik  indonesia Nomor 4864);

5.     Peratiiran  Pemerintah  Nomor   "  Tdhiin  20H  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan   Pemerintaha.n   T\To.74   Tab.im   2i?08   tentang  Guru   (Lembai.an
Negai.a    Republik    Indonesia    Taliun    20i7    Nomor    107,    Tam'bahan
Lembaran Negara Republik lndpnesia Non-tor 6058);

6.      Peralu.ran   Penierintah  Nomor   .'i6   Tahun   2010   tentang   Perubalian.   Alas



Peraturan  Pemerintah  Nomor  H  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan   Pendidikan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun2010Nomor23,TambahanLembaranNegaraNomor5105);

7.    Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara,LembaranNegaraRITahun2015Nomor8;

8.     Peraturan Presiden Nomor 83  Tahun 2015  tentang Kementerian Agama,
Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;

9.     Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar  Pelayanan
Minimal,  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2018  Nomor 2,
Tambahan Lembarap. t\'egara RI Nomor 6178);

10.     Peraturan   Menteri   Pendidikan   Nasional   RI   Nomor   19   Tahun   2007
tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar
dan Menengah;

11.     Peraturan   Menteri   Pendidikan   Nasional   RI   Nomor   24   Taliun   2007
tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  untuk  Sekolah  Dasar/  Madrasah
lbtidaiyah  (SD/M1),  Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs),   Sekolah  Menengah  Atas/  Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),
Sekolah    Menengah    Kejuruan    (SMK),    Sekolah    Dasar    Luar    Biasa
(SDI,B),   Sekolali Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah
Menengah Atas Luar biasa (SMALB);

12.     Peraturan   Menteri   Pendidikan   Nasional   RI   Nomor   69   Tahun   2009
tentangStandarBiayaOperasiNonpersonaliaTahun2009untukSekolah
Dasar/   Madrasah   lbtidaiyah   (SD/MI),   Sekolah   Menengah   Pertama/
Madrasali  Tsaiiawiyah  (SMP/MTs),  Sekolah  Menengah  Atas/ Madrasah
Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar
Luar  Biasa  (SDLB),   Sekolah  Menengah Pertama Luar  Biasa  (SMPLB)
dan Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMALB).,

13.      Peraturan  Menteri  Agania  RI  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan
Pendidikan  Agania  pada  Sekolah  (Berita  Negara  RI  Tahun  2010  Nomor
596);

14.     Peratulan  Mcntcri Pendidikan dan Kebudayaan RI  Nomor 23  Tahun 20"
tentangPembah{tnAtasPeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor15
Tahun  2010  tontang  Standar  Pelayanan  Minimal    Pendidikan  Dasar  dail
MenengahdiKabupateirfeota(BeiitaNegaraFJTahun2013Nomor464);

15.      Peraturan Menteri Pcndidikan dan Kebudayaan RI   Nomor 36 Tahun 2014___    cl_+``^.i   I)al`r];r]:L'anrcidiiiicl.ii   iviiiiiL,,   jL  ~,,u.`~^,._..   ______

tentang  Pedoman Pendirian,  Pen`bahan, da'n Penutupan  Satuan Pendidikan
I)asardanMenengah(BcritaNegaraRITahun2014Nomor607);
Peraturar;  Menten Pendidikan dan Kebudayaan RT   Nomoi. 20 Tz`.hun 2016
tentang   Standai-   Kompeteiisi   Lulusan  Pendidikan   Dasar  dan   Menengah

(BeritaNegaraRITahun2016Nomor953);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI   Nomor 21  Tahun 2016
tentang  Standar  lsi  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Berita  Negara  RI
Taliun 2016 Nomor 954);
r'ei.aturan Menteri Pendidikan dart Kebudayaan RI  Nomor 22 Tahur. 20.16
tentangStandarProses}'endidikanDasardanMenengah(BeritaNegaraRI
Tahun 2016 Nomor 95 5);
Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI   Nomor 23  Taliun 2016
tentangStandarPenilaianPendidikan(BeritaNegaraRITahun2016Nomor
897);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  Nomor 24 Tahun 2016

16.

17.

18.

19.

20'



tentangKompetensilntidanKompetensiDasarPelajaranPadaKurikulun
2013(BeritaNegaraRITahun2016Nomor971);

21.     Peraturan Menteri  Agama RI Nomor 27  Tahun 2016 tentang Perut)ahan
AtasPeraturanMenteriAgamaNomoi-7Tahun2012tentangPendidikan
KeagamaanKristen(BeritaNegaraRITahun2016Nomor886);

22.     Peraturan  Menteri  Agama RI Nomor 42  Tahun  2016 tentang Organisasi
dan   Tata  Kerja  Kcmenterian   Agama   (Berita  Negara  RI  Tahun  2016

Memperhat[kar`.   1       ¥:r=t°r]495)'    Kemenag         R|,          Kanwi|          Propinsi          Sulawesi
Nomor:4111/KW.22.5,/5/PP.00.3/07,'2019       tanggal       26       Juli       2019,
mengenai Rekomendasi Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEIJl1\/1-A.

KEPUTUSAN          I)IREKTUR          JENDERAL          BIMBINGAN
MAsyARAKAT rmsTEN IfflMENTERIAN AGAMA REpuBLIK
INDONESIA               TENTANG                PENETAPAN                IJIN
PENYELENGGARAAN    SEKOLAll     MENENGAH    TEOLOGI
KRISTEN (SMTK) REFORMASI  PLUS SIGI  KABUPATEN SIGI
PROPINSI SULAWESI TENGAI1.

Menetapkan   ljin   Penyelenggaraan   Sekolah   Menengah   Teologi    Kristen

(SMTK)ReformauPliisSigiKabiipatei`SigiPropinsiSulawesiTengah.

Dengan    ditetapLannya    ljin    Penyelenggaraan    ini,    Sekolah    Menengah
Teologi    Kristen    (SMTK)    Reform{isi    Plus    Sigi    Kabupaten    Sigi    Propinsi
Sulawesi   Teiigal`   harus   mempcrhatikan   dan   melaksanakan   peraturan

perundang-undangantentangpenyelenggaraanPendidikan.

1jinPenyelenggaraanSekolahMeiiengahT`eologiKristen(SMTK)Reformasi
Plus  Sigi  Kabiipaten  Sigi  Propinsi  Sulawesi  Tengah  berlaku  2  (dua)  tahurl,
terhitung    sejak    ditetapkan    keputusan    ini    dan    Perpanjangan    ljin
Penyelenggaraaii    dapz`it    ditetapkan    kemudian    jika    telah    memenuhi

persyaratan.

Sekolall   Mcilel`Li;al`,  Tcologi   Kristen   (SMTK)   Reformas!  Plus  Sigi  Kabupatcii

Sigi   Propinsi   Suldwesi   Tengah   wajib   ffiembua.i   laporan   secara   tertulis
tentang    keadaan    dan    perkembangaiioya    dan    disampaikan    kepada
Direktur Jenderal  Bimbingan Masyararakat Kristen Kementerian Agama
RI di Jakarta setiap akhir semeslel-.

Asli  Keputusan  -im  dibe.rikan  Sekolah  Menengah  Tcologl  Krlsten  (SMTK)
Reformaqi   Plus  Sigi   K<ifitlpateii   Sigi   Propinsi   Siilawesi  Tengah.   Apablla   di

kemudian  hari  terdapat  kekeliruan  dalarn  Keputusan  ini  akan  dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di    Jakarta
tanggal, 4 0ktober 2019

UR JENDERALr
s pENTURy r


